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PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR % TAHUN 2013

TENTANG |

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BUNGb NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

bahwa anggaran belanja yang berlpumber dari Dana Alokasi Khusus Bidang
Pendidikan belum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
201/PMK.07/2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun
Anggaran 2013, sehingga perlu dilakukan pergeseran anggaran antar kegiatan dan
antar rincian objek belanja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah mendahului
penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sesuai dengan

usulan Kepala Satuan Kerja terkait; |

bahwa sesuai dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 33 Tahun 2013 tentang
Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Bidang Pendidikan Kepada Kabupaten/Kota Dalam
Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2013,j Kabupaten Bungo mendapat Bantuan untuk
Rehabilitasi Gedung Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Muara Bungo

dan untuk pelaksanaannya perlu me{masukkan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 ; |

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
Bupati Bungo Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013; |

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1996 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten dalam Lingkungan Daerah I?ropinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Norﬁpr 25) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50,
Tambahan Negara Republik Indonesia NPmor 2755);

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Sarolangun, Kabupaten Tebo,Kabupaten Muaro Jambi,dan Kabupaten Tanjung
Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 54 Tahun }1999 Tentang Pembentukan Kabupaten
Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung
Jabung Timur (Lembaran Negara Rebub!ik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 200% tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentan‘g Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomoﬁ 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3348);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

i
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tah{un 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan
atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416); sengaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota &ewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tar%un 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik hpdonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 |Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam N geri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita egara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan|Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
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17.  Peraturan Gubernur Jambi Nomor 33 Tahun 2013 tentang Bantuan Keuangan Bersifat

Khusus Bidang Pendidikan Kepada abupaten/Kota Dalam Provinsi Jambi Tahun
Anggaran 2013;

18. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah abupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 12);
19.  Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaﬁran Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran
2013 Nomor 1); ‘

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

Pasal |
Beberapa ketentuan dalam Peraturan B ‘pati Bungo Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan B lanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita
Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2013 Nomor 1) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor lﬁ Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2013 te tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

|
Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2013 Nomor 14) diubah kembali

sebagai berikut : |

1. Ketentuan Pasal | angka 1 dan angka 2 diubah, sehingga keseluruhan pasal | berbunyi
sebagai berikut : ‘

|
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 terdiri atas :
1. Pendapatan ?

Pendapatan Asli Daerah ; Rp 97.470.932.457,05
Dana Perimbangan \ Ro  689.036.311.826,44
Lain-lain Pendapatan Yang Sah i Rp 162.413.363.751,54
Jumlah Pendapatan | Rp  948.920.608.035,03

2. Belanja ‘

a. Belanja Tidak Langsung Rp 539.159.997.570,00
Belanja Pegawai Ro  481.663.222.363,00
Belanja Bunga Rp 00,00
Belanja Subsidi Rp 649.782.000,00
Belanja Hibah | Rp 20.051.075.000,00
Belanja Bantuan Sosial i Rp 6.631.000.000,00
Belanja Bagi Hasil \ Rp 1.041.337.000,00
Belanja Bantuan Keuangan 1 Rp 28.123.581.207,00
Belanja Tidak Terduga Rp 1.000.000.000,00

b. Belanja Langsung ‘ Rp  514.760.610.465,03
Belanja Pegawai 3 Rp 68.884.378.100,00
Belanja Barang dan Jasa 3 Rp 218.036.862.632,03
Belanja Modal | Ro  227.839.369.733,00
Jumlah Belanja Rp  1.053.920.608.035,03
Surplus /(Defisit) Rp (105.000.000.000,00)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Rp 105.000.000.000,00

b. Pengeluaran Rp 00,00
Pembiayaan Netto Rp 105.000.000.000,00

2. Lampiran | dan Lampiran Il Peraturan Bupati Bungo Nomor 1 Tahun 2013 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita
Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2013 Nomor 1) diubah sehingga menjadi sebagaimana

tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan
Bupati ini.
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3. Ringkasan Penjabaran Anggaran Pend:

Peraturan Bupati Bungo Nomor 1

Bungo Tahun 2013 Nornor 1) masi

Pasal ll
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal d

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahk
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Diundangkan di Muara Eruingo
hada tanggal | JUL1 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

H. RIDWAN IS
BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2013 NOMOR 202

ﬂhf; N,

patan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo

Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2, dan angks 3

ahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten

tetap berlaku sepanjang tidak mengalami

perubahan sebagaimana dimaksud dalam angka 2

undangkan

an pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
padatanggal | JuLl 2013

BUPATI BUNGO,

]

S EKDA HAB.BUNSS
A AN.1S. UM{ -

H. SUDIRMAN ZAINI




